" PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

Regional Badan Kepegawaian Negara dalam
bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pen-
gangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui
Penyesuaian/Inpassing.

Pasal b
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai
dengan Desember 2018.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
td.
ASMAN ABNUR

" Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
tid.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1962

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2016

(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatura Negara Dan
Reformasi Birokrasi R.I Nomor 27 Tahun 2016, tanggal 7 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
Bahwa pemerintah memutuskan pelaksanaan

| seleksi calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum

tahun 2016 ditunda menunggu hasil penataan/redis-
tribusi pegawai negeri sipil di setiap instansi selesai
dilakukan, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon

Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2016;
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Mengingat :
| 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UndangUndang No-
mor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor'5679);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ta-
hun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARA-
TUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TEN-
TANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PEN-
DAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 12
| TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KEBUTU-
HAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANAAN
SELEKS| CALON PEGAWAI| NEGERI SIPIL TAHUN
2016.

Pasal 1

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun

2016 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2016 {Berita Negara
Tahun 2016 Nomor 1155) dicabut dan dinyatakan ti-
dak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan péngundangan Peraturan Menteri ini dengan
p;enempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1963

( BN }
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